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Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi _

Keterangan

1.

Nama

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan
usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 7

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut refribusi atas
pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 11

(1) Dengan nama Refribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut
retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahanivilla yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 15

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut refribusi atas
pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 19

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 23
(1) Dengan nama Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas
pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat
yang mengatur nama Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerzh.

Pasal 25
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut retribusi sebagai
pembayaran bagi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2008.
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memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pelayanan
penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan
termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 41
Dengan nama Refribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 47
Dengan nama Refribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas
penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Objek

Pasal 3

(2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas
lzinnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 7

(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2008,

Pasal 11

(2) Objek Refribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan
tempat penginapan/pesanggrahanivila yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
tempat penginapan/pesanggrahanfvila yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009,







